
BUPATT LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 12 TAHUN 2023 

TENTANG 

[ SALINAN ] 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 7 
TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANMN PEMUNGUTAN 

PAJAK AIR TANAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa ketentuan mengenai mekanisme pengambilan 
air tanah dan formula penghitungan besaran pokok 
pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pemungutan PajakAirTanah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor 13 Tabun 2021 sudah tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga 
perlu disesuaikan ke.mbali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petuojuk 
Pelaksanaao Pemungutan Pajak Afr Tanah; 

1. PasaJ 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tabun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Perobentukan Daerab-Daerab Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) 
sebagaimana telab diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Daerab Tingkat n Surabaya 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 



-2-

1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kora Besar 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat, dan Daerah lstimewa Jogyakarta 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tcntang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenrukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

tndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentu~an Peraturan Perundang-Undangan 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukurn 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 13); 

9. Peraturan Daerah Ka bu paten Lamongan Nomor 4 

Tahun 2018 tent.ang Pedoman Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Ka bu palen 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 4); 

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air 

Tanah (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahu n 

2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pernungutan Pajak Air Tanah (Serita Daerah Ka bu pa ten 

Lamongan Tahun 2021 Nomor 13); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATJ 

LAMONGAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Pemungutan Pajak Air Tanah (Serita Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diuba h 
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dengan Peraturan Supatl Lamongan Nomor 13 Tahun 2021 
ten tang Perubahan atas Peraturan Supati Lamongan Nomor 
7 Tahun 2016 tentang Perunjuk Pelaksanaan Pemungutan 
Pajak Air Tanah (Serita Daerah Kabupalen Lamongan 
Tahun 2021 Nomor 13), diubab sebagai berikuc 

1. Ketentuan angka 4 dan angka 6 Pasal 1 diubah sehin.gga 
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerint.ah Daerah adalah Supati dan Perangl<at Daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
3. Supati adalah Supati Lamongan. 
4 . Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Bapenda adalah Ba.clan Pendapatan Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

5. Sadan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang malakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama dan dalam bentuk apapun, fiona, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, pe.rsekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasimasa, organisasi sosial politik, at.au organisasi 
yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan beotuk 
badan lainnya termasuk kontrak investasl, kolekliI dan 
bentuk usaha tetap. 

6. Pajak Air Tan.ah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 
tanah. 

7 . Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bulcti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan meoggunakan formulir a tau 
telah dilakukan dengan cara Jain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur. 

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukan besamyaj11rolab Pajak yang rertuaog. 

9. Surat Ketetapan Pajak Daerab Kurang Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB, l\dalah 1;urat ketetapan 
Pajak yang menentukan besarnya jumlah p0kok Pajak, 
jumlah k:redit Pajak, jumlah ke.kurangan pembayaran 
pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah 
Pajak yang masih haru.s dibayar. 
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10. Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat 
ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

11. Surat ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang 
menentukanjumlah pokok Pajak sama besamya dengan 
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak tertuang dan tidak 

ada kredit Pajak. 
12. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalab surat ketetapan 
Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
Pajak karena jumlah Kredit Pajak lebih besar dari pada 
Pajak yang tertuang atau seharusnya yang tidak 
tertuang. 

13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 
denda. 

14. Pembayaran pajak adalah besarnya kwajiban yang harus 
dipenuhl oleh wajib pajak sesuai dengan SKPD, SKPDKB, 
SKPDKBT, dan STPD ke kas d aerah atau tempat lain 
yang ditunjuk sesuai jangka waktu yang telah 
ditentukan. 

15. Surat Keputusan Pembulatan adalah surat kcpucusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan yang terdapat dalam SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau STPD. 

16. Surat Keputusan Keberatanadalah suratkeputusan atas 
keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN 
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh wajib pajak. 

17. Putusan Banding adalah putusan Badan peradilan Pajak 
atas banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang 
dfajukan oleh Wajib Pajak. 

18. Pemungutan adalah suaru rangkaian kegiatan mu lai daJ"i 
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan 

besarnya pajakyang tertuang sampaikegiatan peoagihan 
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan 
penyetorannya. 

19. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau 
hutang, modal, penghasilan dan biaya sertajumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 
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neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun 
pajak terakhir. 

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untu.k 
mencari mengumpulkan dan mengolah data keterangan 
lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. 

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan 
cara mengalikan tarif dengan Nilai Perolehan Air 
(NPA) dan volume air, dengan formula: 

I Pajak Air Tanah = 20% x NPA x Volume Pemakaian I 
(2) Nilai Perolehan Air (NPA) adalah sebagaimana 

dimaksu.d dalam Pasal 6. 
(3) Volume air sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 

adalah volume pengan1bilan air tanah yang 
ditetapkan setiap bulan dengan rnemeriksa alat ukur 
yang terpasang. 

(4) Apabila tidak terpasang alat ukur, volume 
pengambilan air tanah dihitung berdasarkan rata­
rata penggunaan air/ hari dikalikan jumlab bari 
efektif dalam 1 (satu) bulan, dengan formula: 
Pajak Air Tanali = 20% X NPA X Volume 

Pemakaian 

= 20% X NPA X (rata-rata 
penggunaan air x hari efektif 
dalam satu bulan) 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

(1) Penetapan pajak dilakukan cara offici.al assessment 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. 

(2) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang dengan 
menerbitkan SKPD. 

(3) Apabila SKPD sebagaiman,i, dimaksud pada ayat (I) 
tidak atau kurang dibayar setelah 30 (tiga puluh) hari 
sejak SKPD diterima, maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) 
sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD. 
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4. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Pembayaran pajak dilakukan m.elalui bank atau 
tempal lain yang ditunjuk sesuai waktu yang 
ditentukan dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan 
STPD atau Bendahara Penerimaan pada Bapenda. 

(2) Apabila pembayaran pajak ditempat lain yang 
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke 
Kas Daerah selambat-lambatnya lx24 jam atal1 
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). 

Pasal Li 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mcngetahuinya, mcmerlntahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daorah Kabupalcn 
Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 20 Februari 2023 

BUPATI LA.MONGAN, 
ttd. 

YUHRONUR EFENDI 

DiundangkandiLamongan 
pada tanggal 20 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LAMONGAN 

ltd. 
MOH NAL!KAN 

SERITA DAERAH KABUPATEN LAMONOAN TAHUN 2023 NOMOR 12 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPAL~ UKUM, 

M. RO'lS 
NIP. 197IQ615 200312 1 007 


